
37 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Beradasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian, maka dapat diambil 

keseimpulan sebagai berikut : 

1. Pengaturan hak kesehatan tahanan oleh pihak Polres berusaha dilakukan 

sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hal ini 

dikarenakan pihak Polres menyadari bahwa hak kesehatan merupakan salah 

satu hak tahanan yang harus dipenuhi oleh pihak kepolisian maupun pihak-

pihak berwajib yang terkait. Hak kesehatan sebagai hak asasi manusia yang 

fundamental menjadi hak yang tidak boleh dicabut atau diganggu gugat oleh 

pihak manapun sekalipun manusia tersebut sedang terampas hak bebasnya.  

2. Polres berupaya penuh untuk memenuhi hak kesehatan para tahanan. Hak 

kesehatan tahanan disini meliputi hak kesehatan secara sehat fisik, sehat 

secara psikologis dan sehat secara spiritual. Untuk menyempurnakan 

tanggung jawab pihak Polres terhadap pemenuhan hak kesehatan para 

tahananya, maka Polres berusaha melengkapi fasilitas kesehatan yang 

dibutuhkan seperti petugas medis, petugas psikoogis dan petugas spiritual. 

Polres pun telah memiliki poliklinik sebagai rujukan awal ketika ada tahanan 

yang mengalami gangguan kesehatan. 

5.2 Saran 

1. Petugas kepolisian dalam menjalani tugasnya sebagai penegak hukum 

sebaiknya benar-benar memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga 
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tidak terjebak pada pengabaian hak-hak tahanan sesepele apapun hak tersebut. 

Pemahaman tentang peraturan yang mengatur tentang hak-hak para tahanan 

harus benar-benar dipelajari dan ditaati oleh setiap pihak berwajib, hal ini 

dikarenakan tahanan merupakan manusia yang memiliki hak-hak fundamental 

yang sama sebagai warga Negara Indonesia juga sebagai manusia seutuhnya 

tanpa memandang status hukumnya. 

2. Salah satu hak yang dimiliki narapidana yang sering tidak didapatkan yakni 

mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Sebaiknya untuk 

memenuhi hak kesehatan narapidana, perbaiki menu sehat untuk para 

narapidana meskipun tetap harus dibatasi. Selain itu, pemenuhan fasilitas lain 

yang diperlukan demi kesehatan narapidana juga harus diperhatikan oleh 

pihak kepolisian. 

3. Pemenuhan fasilitas kesehatan merupakan tanggung jawab yang harus 

dilaksanakan oleh pihak kepolisian demi pengawasan terhadap kesehatan para 

tahanannya. Sebaiknya dilakukan perbaikan secara rutin terhadap beberapa 

fasilitas, serta penambahan petugas kesehatan yang siap bekerja 1x24 Jam.  
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